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ABSTRAK 

  

ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI, 2024. Optimalisasi Penerimaan Pajak 
Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Gowa. Tugas Akhir, Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 
I Bapak Muhaimin dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib. 

 Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui optimalisasi 
penerimaan pajak restoran dalam peningkatkan pendapatan asli daerah 
kabupaten gowa dan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dalam 
pendapatan asli daerah kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir ini 
adalah “Pajak Restoran Tahun 2021-2023”. Data yang digunakan dalam 
penelitian tugas akhir ini adalah berupa data yang bersumber dari Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yaitu target pajak restoran, realisasi 
pajak restoran dan realisasi dari pendapatan asli daerah. metode yang 
digunakan dalam penelitian tugas ini adalah metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, penelitian lapangan dan studi dokumentasi dengan 
Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data kualitatif 
terapan.  

 Hasil penelitian dan pembahasan dari optimalisasi penerimaan pajak 
restoran dan kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah 
Kabupaten gowa menunjukkan bahwa Optimalisasi Penerimaan Pajak 
Restoran di Kabupaten Gowa sudah optimal mulai dari tahun 2021 sampai 
dengan tahun 2023. Namun angka persentasenya mengalami fluktuasi 
dalam 3 (tiga) tahun tersebut. Kontribusi Pajak Restoran terhadap 
Pendapatan Asli Daerah masih dalam kriteria sangat kurang dengan angka 
persentase di tahun 2021 sampai tahun 2023 di bawah 10%. Meskipun 
demikian, pajak restoran masih berperan penting dalam pendapatan asli 
daerah kabupaten gowa dalam menunjang pembangunan daerah yang 
optimal.  

 

 

Kata Kunci : Optimalisasi, Kontribusi, Realisasi, Pajak Restoran, 
Pendapatan Asli Daerah 

  

 

 

 



 
 

xi 
 

ABSTRACT 

 

ANDI MIFTA PUTRI WULANSARI, 2024. Optimization of Restaurant Tax 
Revenue in Increasing Local Revenue in Gowa Regency. Final Project, 
D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, 
University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. 
Muhaimin and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib. 

 The purpose of this research is to find out the optimization of 
restaurant tax revenue in increasing the original income of Gowa Regency 
and to find out the contribution of restaurant tax in the original income of 
Gowa Regency. The object of this final project research is "Restaurant Tax 
in 2021-2023". The data used in this final project research is in the form of 
data sourced from the Gowa Regency Regional Revenue Agency, namely 
the restaurant tax target, the realization of restaurant tax and the realization 
of the original regional revenue. The method used in this assignment 
research is a qualitative method. The data collection technique used is by 
using interview, observation, field research and documentation studies with 
the data analysis technique used is applied qualitative data analysis 
technique.  

 The results of research and discussion of the optimization of 
restaurant tax revenue and the contribution of restaurant taxes to the 
original revenue of the Gowa Regency region show that the Optimization of 
Restaurant Tax Revenue in Gowa Regency has been optimal from 2021 to 
2023. However, the percentage has fluctuated in the 3 (three) years. The 
contribution of Restaurant Tax to Regional Original Revenue is still in the 
criteria of very low with a percentage figure in 2021 to 2023 below 10%. 
Nevertheless, restaurant taxes still play an important role in the original 
revenue of Gowa Regency in supporting optimal regional development.  

 

 

Keywords: Optimization, Contribution, Realization, Restaurant Tax, 
Regional Original Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia mempunyai banyak departemen yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam memenuhi kewajibannya 

untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. 

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat 

bersama-sama dengan pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkannya kesadaran 

yang penuh dari masyarakat sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak. Tentu saja peran pajak terhadap kas negara sangatlah 

penting karena pajak adalah pilihan yang sangat potensial. Indonesia memiliki 

berbagai jenis pajak, antara lain pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea 

cukai dan penerimaan negara bukan pajak 

  Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang dipungut 

berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai 

sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai 

dengan keadaan daerah masing-masing. Kapasitas fiskal yang dimiliki setiap 

daerah menjadi indikator indikator kesiapan pemerintah daerah terhadap 

otonomi daerah. Tentu saja untuk mencapai otonomi daerah memerlukan biaya. 

Dalam konteks ini, pemerintah daerah mempunyai berbagai macam sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan 
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otonomi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. 

(Febro Febrian. etl, 2021) 

Untuk mencapai otonomi daerah yang sebesar-besarnya diperlukan 

ketersediaan sumber daya dan sumber daya keuangan, serta tanggung jawab 

dan akuntabilitas masing-masing daerah. Oleh karena itu, penyelanggaraan 

pemerintah daerah harus didukung oleh keseimbangan fiskal antara pemrintah 

pusat dan pemerintah daerah.  

Pajak daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, guna mencapai 

efisiensi dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur pendapatan 

daerah, sehingga kontribusi PAD dalam struktur APBD harus ditingkatkan 

demi memaksimalkan kemajuan suatu daerah. (Astriwati Biringkanae & 

Rahma Gusmawati Tammu, 2021) 

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang berkontribusi melalui 

pajak daerah dengan pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam 

pertumbuhan realisasi pajak daerah dari tahun 3 tahun terakhir dimulai dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam tabel adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Daftar Pertumbuhan Pajak Daerah Sulawesi Selatan 

        Sumber :Badan Pusat Statistik dan https://djpk.kemenkeu.go.id 

 Dapat dilihat bahwa Kabupaten Takalar di tahun 2020 paling tinggi dengan 

angka persentase sebesar 48%, Kabupaten Gowa di tahun 2021 paling tinggi 

senilai 14%, Kabupaten Bulukumba paling tinggi di tahun 2020 dengan nilai 

sebesar 42% , Kabupaten Gowa paling tinggi di tahun 2021 dengan nilai 

sebesar 49% dan Kabupaten Maros paling tinggi di tahun 2021 sebesar 12%.  

Kebutuhan kinerja tersebut tentunya muncul dari kemampuan mengelola 

pendapatan pajak daerah melalui upaya yang dapat ditingkatkan dari waktu ke 

waktu. Untuk itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan 

melalui anggaran pendapaan dan belanja daerah, misalnya pajak makanan dan 

minuman atau pajak restoran. Restoran adalah suatutempat penyajian makanan 

No Nama 

Kabupaten 

Tahun Realisasi Pertumbuhan 

(%) 

1. Takalar 2019 18.230.000.000 - 

2020 34.950.000.000 48% 

2021 24.785.643.749 -41% 

2. 

. 

Gowa 

 

2019 112.450.000.000 - 

2020 115.540.000.000 3% 

2021 133.952.261.486 14% 

3. Bulukumba 2019 31.860.000.000 - 

2020 54.740.000.000 42% 

2021 37.864.015.321 -45% 

4. Bone 2019 54.780.000.000 - 

2020 31.140.000.000 -76% 

2021 60.489.214.171 49% 

5. Maros 2019 134.890.000.000 - 

2020 110.720.000.000 -22% 

2021 125,378.606.166 12% 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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dan munuman yang dikenakan biaya dan mencakup jasa catering, kafetaria, 

warung makan dan bar. 

    Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh 

kabupaten/kota, dan system pemungutannya menggunakan system manual 

yaitu self assessment yang memungkinkan wajib pajak dapat lebih andal dalam 

menghitung besarnya pajak yang harus dibayarnya. Pemungutan pajak restoran 

didasarkan pada undang-undang yang jelas dan ketat . Pemungutan pajak 

restoran ini berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Hal ini 

berdasrkan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009.  

Pemungutan pajak restoran dapat  memaksimalkan kemadirian fiskal 

daerah, mendorong pembangunan ekonomi dan menyukseskan kemajuan 

daerah dan memperkuat landasan pembangunan daerah. 

Selain itu, pajak restoran yang tergolong sebagai salah satu pajak daerah 

yang berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penerapan negara atas pajak restoran harus konsisten dengan peraturan daerah 

yang berlaku. Mengelola pajak restoran tentu saja mencakup penerbitan izin 

restoran, perhitungan pajak, dan pemungutan pajak restoran. (Fitria Izati & 

Saipudin, 2023) 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2022 jumlah usaha penyedia makanan dan minuman di Indonesia 

adalah sebagai berikut  
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                       Table 1.2 Jumlah Restoran Indonesia 

No. Tahun Jumlah Restoran 

1. 2020 11.223 

2. 2021 9.026 

3. 2022 11.100 

  Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dapat terlihat dari tabel diatas menunjukkan di tahun 2021 jumlah restoran 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh pandemi yang berdampak pada 

restoran yang tidak beroperasi lagi akibat kekurangan konsumen. 

 Namun, di tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan pajak restoran 

dengan jumlah sebanyak 1,97 Triliun atau dengan persentase 24,3%. Maka 

melihat dari hal tersebut jumlah restoran di Indonesia kembali mengalami 

peningkatan. Hal tersebut, mendorong pajak restoran sebagai penyumbang 

kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Oleh karena 

itu, jika semakin tinggi jumlah restoran yang ada maka semakin besar peluang 

bagi pemerintah dalam mengelola pajak restoran sebagai pendapatan pajak 

daerah dalam pemenuhan kontribusinya terhadap PAD.  

 Pajak restoran sejatinya adalah sumber pendapatan daerah yang harus 

dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

kebutuhan daerah. Tentunya, pemerintah daerah sebagai pengelola harus 

menggali secara maksimal potensi pajak restoran yang tersedia sehingga dapat 

berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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Setiap daerah mempunyai peraturan masing-masing mengenai pemungutan 

dan administrasi pajak restoran. Hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah 

daerah, sebagai salah satu departemen pajak daerah, memaksimalkan 

pendapatan pajak restoran. 

     Kabupaten Gowa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang pemerintah daerahnya dari tahun ke tahun  melakukan berbagai upaya-

upaya dalam meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan daerahnya sesuai 

dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gowa sekaligus oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan kajian terhadap potensi-potensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemutahiran data dan pengawasan.  

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Kabupaten Gowa juga 

menggalakkan penerimaan pajak restoran sebagai salah satu bentuk 

penerimaan pajak daerah yang berpotensi atau bernilai tinggi. Dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2011 yang mengatur tentang 

pemungutan pajak restoran  bahwa “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 

yang disediakan oleh restoran”. Pemungutan pajak restoran ini merupakan 

penyesuaian pengembangan dalam kontribusinya terhadap  Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  Hal tersebut didukung oleh nilai anggaran atau kontribusi dari 

pajak restoran dalam periode tahun 2015,2016,  2017, 2018,2019 dan tahun 

2020. Berikut adalah tabel pendapatan pajak restoran . 

Tabel 1.3 Daftar Nilai Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa 
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No. Tahun Realisasi Pertumbuhan 

(%) 

1. 2017  1.884.441.952 - 

2. 2018 4.565.326.020 142% 

3. 2019 7.090.369.244 55% 

4. 2020  7.607.821.165 7% 

5 2021 6.330.098.869 -17% 

   Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id  

 Dari tabel diatas dapat diperoleh grafik yang menunjukkan seberapa jauh 

pertumbuhan yang terlihat dari realisasi pajak restoran Kabupaten Gowa yang 

terjadi selama 5 tahun, dimulai dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. 

Berikut adalah grafik pertumbuhan realisasi pajak restoran Kabupaten Gowa. 

   

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten 

Gowa 

0%

142%

55%

7%

-17%

1,884,441,952
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7,090,369,244

7,607,821,165

6,330,098,869

2017

2018

2019
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2021

Chart Title

Realisasi2 Pertumbuhan

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan realisasi 

pajak restoran paling tinggi presentasenya di tahun 2018 sebesar 142%, 

sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dengan angka presentase  -

17%. Hal ini terjadi akibat dampak dari COVID-19 yang menyebabkan 

terjadinya penurunan pada angka presentase realisasi tersebut.  

Namun, terlepas dari hal itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  

Kabupaten Gowa berupaya meningkatkan kembali realisasi dari penerimaan 

pajak restoran dan terus menggali potensi tersebut dengan pengelolaan sumber 

daya yang baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

Maka, saat targetnya tercapai dengan realisasi yang baik akan 

menunjukkan kinerja dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Gowa itu sendiri. Dalam mengelola sumber daya yang ada, Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa dan Perusahaan Daerah (Perusda) terus 

menggali potensi-potensi daerah yang bisa menghasilkan peningkatan pajak 

daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini 

dilakukan juga untuk pemungutan Pajak Restoran dengan meningkatkan 

potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berfungsi 

secara efektif dan efisien. 

 Penelitian tentang optimalisasi pajak restoran dalam menunjang 

pendapatan asli daerah telah dilaksanakan oleh Pratiwi, (2019) dengan 

kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Makassar mengalami kenaikan 

dan penurunan yang artinya sangat bervariasi. Namun pada penelitian 
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Rusmaniah, Faizal Madya, Agus Priyanto, (2022) menyatakan bahwa belum 

optimalnya pajak daerah terhadap PAD, artinya pajak restoran yang merupakan 

salah satu sumber pendapatan pajak daerah juga belum optimal di Kabupaten 

Natuna.  

Maka berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud melakukan 

penelitian lebih jauh mengenai Peran dan Kontribusi Pajak Restoran pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (BAPENDA). Berdasarkan uraian 

latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pajak restoran di Kabupaten Gowa khususnya optimalisasi pajak 

restoran terhadap pendapatan asli daerah dan menuangkannya ke dalam 

penelitian yang berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”.  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah  

adalah “Bagaimana Optimalisasi penerimaan pajak restoran dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa “? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui “Optimalisasi Pajak Restoran dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penyusunan proposal 

ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

    Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan 

sesuai peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah maupun efisiensi dan efektivitasnya kinerja dari 

Pemerintah Daerah. 

2. Bagi Penulis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang perpajakan terkhusus tentang Peran Pajak 

Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Gowa. 

b. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perpajakan (D-III)  Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Bagi Instansi Pemerintah 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan bagi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa mengenai keberadaan pajak restoran 

yang berpotensi dalam penambahan kas daerah. 

4. Bagi Masyarakat 
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    Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dibahas untuk 

memberikan informasi kepada piha-pihak yang memerlukan serta dapat 

menjadi acuan dalam menyusun proposal khususnya bagi mahasiswa 

Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar dan memberikan 

beberapa wawasan tentang masalah yang dibahas oleh peneliti. 

5. Bagi Pihak-pihak Lain  

     Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat,  informasi 

dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Optimalisasi 

   Optimalisasi merupakan suatu proses, cara,dan tindakan yang sangat 

baik untuk mencapai hasil yang tebaik atau maksimal. Optimalisasi 

merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar ditemukannya solusi 

terbaik dari dari sekumpulan alternatif solusi yang ada (Asep Hidayat & M. 

Irvanda, 2022). Adapun pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli 

dapat didefinisikan sebagai berikut 

a. Menurut Winardi (1999, h. 363) Optimalisasi adalah ukuran yang 

menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandan dari sudut 

usaha. 

b. Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2017), Optimalisasi 

adalah proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai 

maksimum atau minimum dari suatu fungsi.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan agar 

ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif Solusi yang ada. 

Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif 

dengan tidak melanggar Batasan. Dengan adanya optimalisasi, suatu system 
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dapat meningkatkan efektifitasnya, yaitu meningktkan keuntungan, 

meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.   

2. Pajak 

a.   Pengertian Pajak 

Pajak secara umum adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak menurut undang-undang 

yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelanggarakan pemerintahan.  

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuaran rakyat”. 

Adapun menurut para ahli mengenai definisi pajak adalah sebagai 

berikut: 

1)  Menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2013:1) adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
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(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Elvi et al., 

015.) 

2) Menurut Ray M. Sommerfeld (1981) mendefinisikan pajak 

sebagai bukanlah suatu denda namun merupakan perpindahan 

sumber daya dari swasta ke pemerintah yang dikenakan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tidak 

memperoleh imbalan senilai dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan ekonomi dan sosial negara.  

3) Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebaban suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 

dapat dipaksakan.  

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada 

definisi pajak  adalah sebagai berikut: 

1) Masyarakat 

2) Hukum 

3) Pemerintah sebagai otoritas pajak 

4) Subjek Pajak/wajib Pajak 

5) Objek Pajak 
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   Adapun ciri-ciri menurut (Farell David Trawocadji, 2022). adalah 

sebagai berikut  

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan 

penegakan lainnya. 

2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi 

perseorangan) 

3) Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran 

pemerintah baik pengeluaran teratur ataupun pembangunan, 

dan jika terjadi surplus akan digunakan untuk investasi public. 

4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan 

5) Terdapat isitilah pajak pusat dan pajak daerah karena 

pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat 

maupun daerah.  

b. Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak yang dikenal dengan fungsi budgetair dan fungsi 

reguleren (Kusuma.etl, 2016) adalah sebagai berikut. 

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair) yang dimana pajak sebagai sumber 

dana yang diperuntukkanbagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak adalah sumber 

penerimaan dalam negeri.  

2) Fungsi  Mengatur (Reguleren) yang artinya pajak berfungsi sebagai 

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial 
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dan ekonomi misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-

barang mewah lainnya.  

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak  

Adam Smith mengatakan bahwa konsep asas-asas pemungutan pajak 

merupakan konsep the four maxims atau konsep empat maksim, konsep 

asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 

1) Asas Equality adalah persamaan yang artinya dalam keadaan 

yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Mereka dilindungi 

negara sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya. 

2) Certainty and not arbitarary adalah kepastian hukum yang 

merupakan aspek penting dalam perpajakan. Salah satu wujud  

kepastian hukum perpajakan adalah adanya asas bahwa pajak 

harus diatur dengan suatu undang-undang. Selain itu, pengaturan 

hukum juga upaya untuk menghindari tindakan otoritas negara.  

3) Convenience of payment adalah pajak harus dipungut pada waktu 

yang tepat yaitu waktu yang biasanya orang memiliki uang untuk 

membayarnya. 

4) Economic Of Collection adalah Setiap pajak harus dibuat 

sedemikian rupa, baik untuk menarik maupun menghindarinya 

kantong rakyat sesedikit mungkin, melebihi apa yang dibawanya 

ke public perbendaharaan negara. 
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d. Dasar Hukum Pajak 

 Indonesia menetapkan dasar pemungutan pajak telah diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) bahwa “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan undang-undang”. 

e. Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2019) jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan 

digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut golongan, sifat dan 

lembaga pemungutannya.  

1) Menurut golongan 

a) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus 

dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan 

kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang 

pada waktu-waktu tertentu. Misalnya Pajak Penghasilan. 

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkankepada orang lain dan hanya dikenakan pada 

hal-hal tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, 

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai. 

2) Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya 

mepertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan 

subjeknya, misalnya Pajak Pengahsilan (PPh). 
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b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya tidak 

memperhitungkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib 

pajak) atau tempat tinggalnya. Misalnya Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), 

serta Pajak Bumi dan Bangunan. 

3)  Menurut Lembaga Pemungutannya  

a) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai semua rumah 

tangga negara, seperti PPh, PPN dan PPnBM. 

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II 

(pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga daerah masing-masing. Pajak-pajak ini 

termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Airc Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. 

4) Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 

a) Official Assessment System adalah sistem pemungutan 

pajak yang memberi otoritas kepada aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar 
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setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.  

b) Self Assessment System adalah system pemungutan pajak 

yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku  

c) With Holding System adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi pihak ketiga yang ditunjuk untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang 

berlaku.  

3. Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang 

penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan 

pembangunan. Menurut Undang-Undang Republik IndonesiA Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelsakan 

bahwa pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kepentingan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak 

daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Fungsi pajak daerah diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1)  Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja 

pegawai, barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai 

tabungan pemerintah daerah. 

2)  Melalui kebijaksanaan pajak daerah, pemerintah daerah dapat 

mengatur pertumbuhan ekonomi dan dana ini dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah 

ekonomi. 

3)  Jika dana pajak daerah terus ada, maka dapat membantu pemerintah 

menstabilkan harga barang dan jasa, yang dapat mengurangi inflasi. 

4)  Digunakan untuk membiayai semua kebutuhan umum, termasuk 

menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan tercipta pemerataan 

pendapatan dan mengurangi perbedaan ekonomi antara yang kaya 

dan miskin. 

a. Dasar Hukum Pajak Daerah 

1)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

2)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah 

 

 

b. Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa jeni adalah sebagai berikut: 
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1)  Pajak Provinsi terdiri dari: 

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d) Pajak Air Permukaaan 

e) Pajak Rokok 

2)  Pajak Kabupaten/kota terdiri dari: 

a) Pajak Hote 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Walet 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan  

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

c. Tarif Pajak Daerah  

1) Pajak Provinsi 

a)  Pajak Kendaraan Bermotor 10%  

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%  
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d) Pajak Air Permukaan 10%  

e) Pajak Rokok 10% . 

2) Tarif Pajak Kabupaten/Kota 

a) Pajak Hotel 10% 

b) Pajak Restoran 10% 

c) Pajak Hiburan 35% 

d) Pajak Reklame 25% 

e) Pajak Penerangan Jalan 10% 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  25% 

g) pajak Parkir 30% 

h) Pajak Air Tanah 25% 

i) Pajak Sarang Burung Walet 10% 

j) TPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3% 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% 

d. Ciri-ciri Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018:35) pajak daerah memiliki beberapa ciri-

ciri yaitu sebagai berikut. 

1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pemungutan dilakukan jika ada keadaan atau peristiwa yang 

diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikenakan 

pajak daerah. 
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3) Dapat dipaksakan pemungutannya jika wajib pajak tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak daerah.  

4) Pembayaran pajak daerah tidak ada kaitan imbalan atau jasa secara 

langsung. 

5) Dana yang diterima dari pajak daerah disetorkan ke kas daerah. 

6) Digunakan untuk kebutuhan daerah dan untuk kemakmuran 

rakyat. 

4. Pajak Restoran 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pmerintahan dan pembangunan, 

pemerintah daerah tentunya membutuhkan sumber dana tambahan yang 

dapat diandalkan. Pembangunan daerah yang didasarkan otonomi daerah, 

yang berarti bahwa daerah dapat menghasilkan keuangannya sendiri dan 

mengelolanya dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009, Pajak Daerah  ada yang dinamakan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak 

kabupaten/kota tersebut salah satunya adalah pajak restoran. Pajak Restoran 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Dede Suleman, 2017 terminology pajak restoran dapat 

diuraikan dalam beberapa definisi, yaitu sebagai berikut: 

a) Resoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman 

dengan menberikan pembayaran setelah menggunakannya. 

Misalnya, rumah makan, kafe, bar, dan sebagainya. 
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b) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemiliki atau pengusaha restoran 

dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk 

mengumpulkan hasil pajak.  

c) Pembayaran adalah imabalan atas penyerahan barang atau jasa 

kepada pemilik restoran dalam jumlah yang ditetapkan. 

d) Bon penjualan atau bukti faktur adala bukti pembayaran yang 

sekaligus berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. jika subjek 

pajak telah membeli makanan dan minuman, wajib pajak akan 

mendapatkan bukti pembayaran tersebut. 

a. Objek dan Subjek Pajak Restoran  

Menurut Pasal 37 Ayat 1 dan 2 UU PDRD, objek pajak restoran 

adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan 

makanan dan minuman kepada pembeli, baik di restoran maupun di 

tempat lainpembeli yang membeli makanan dan minuman di restoran, 

baik melalui layanan pengiriman (delivery service) maupun makan di 

tempat dan membawa pulang (take away), dikenakan pajak restoran. 

Sedangkan yang bukan objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 1.000.000 

(satu juta rupiah) per bulan. (www.klikpajak.id)  

Subjek pajak restoran atau PB1 dikenakan atau dipungut kepada 

pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran. Pembeli ini dapat 

berupa individu atau perusahaan yang menggunakan layanan restoran. 

Pemilik restoran tidak dikenakan pajak. (Candrasari. etl, 2016.) 

http://www.klikpajak.id/
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b. Wajib Pajak Restoran  

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan mengoperasikan restoran tersebut. Yang artinya Wajib Pajak 

Restoran juga merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari 

usaha restoran tersebut. Pemilik restoran tidak menanggung beban pajak 

restoran  akan tetapi hanya sebagai perantara yang menyetorkan pajak 

restoran yang telah dibayar oleh konsumennya. Tidak semua restoran 

memiliki kewajiban menyetorkan restoran. Ada kriteria tertentu bagi 

restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Kriteria restoran 

tersebut adalah restoran yang omzet tahunannya tidak melebihi dari Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau sekitar Rp. 555.000 (lima ratus 

lima puluh lima ribu rupiah) rata-rata omzet perhari. (www.klikpajak.id) 

c. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran 

Dasar Pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif ini 

ditetapkan oleh Peraturann Daerah pemerintah Indonesia dengan 

besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Jumlah pembayaran ini 

berarti seluruh pembelanjaan termasuk jika ada biaya lain yang 

dikenakan oleh restoran tersebut, misalnya biaya layanan (Severiana 

Ritni Pasulu & Heince R. N Wokas, 2015). Secara umum, rumus 

http://www.klikpajak.id/
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menghitung besarnya pajak restoran adalah sesuai dengan rumus 

berikut. 

Pajak Terutang = Dasar pengenaan pajak ×  tarif pajak restoran 

= Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran yang diterima   

atau yang seharusnya diterima restoran 

Masa pajak dengan saat pajak terutang merupakan jangka waktu 

yang lamanya sama dengan satu bulan jangka waktu yang ditetapkan 

dengan keputusan pemerintah daerah atau dengan keputusan gubernur, 

bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dalam hal ini, pajak 

restoran yang terutang terjadi saat pembayaran kepada restoran atas 

pelayanan di restoran. Pajak terutang yang dipungut ini adalah 

pemungutannya dilakukan di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

       Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah 

adalah ”pendapatan yang dihasilkan daerah, yang dipungut menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan peraturan 

daerah”. sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber dana daerah yang dipungut dari 

daerah yang bersangkutan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan sumber-sumber lain yang 

sah.  
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   Beberapa definisi Pendaptan Asli Daerah menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. Menurut Nurcholis (2016:182) “pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, 

retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah”. 

b. Menurut Warsito (2016:128) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah 

daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba 

dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah 

yang sah”. 

c. Menurut Rustian (2009:47), “Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan asli daerah lainnya yang sah.  

Pendapatan Ali Daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang 

menunjang pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur. Selian 

itu, pendapatan asli daerah juga menjadi alat untuk menguku kemampuan 

suatu daerah dalam hal sumber daya yang dapat diekstraksi. Pendapatan 

Asli Daerah juga menajdi basis keuangan daerah. oleh karena itu, 

kemampuan mengelola perekonomian diukur dari kontribusi pendapatan 

asli daearah terhadap APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).  



28 
 

 
 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pendapatan asli daerah 

diatas, maka pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima 

daerah menurut peraturan perundang-undangan dan berasal dari pajak 

daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dikelola, dan pendapatan lai-

lain yang sah.  

Sumber pendapatan asli daerah menuut Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 adalah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Dalam hal ini lain-lain PAD yang sah yang dimaksud adalah hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, 

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, 

potongan, ataupn bentuk lain sebagai akibat dari penjualan.  

Tingkat Kreatifitas daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan 

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan percepatan proses 

pembangunan daerah otonom, untuk itulah Pemerintah Daerah menilai 

perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber-sumber 

pendapatan daerah lainnya.  

Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan kemampuan daerah untuk 

membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan 

merupakan salah satu factor pendukung yang menentukan keberhasilan 

pelaksanaan otonomi didaerah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang 
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telah diperoleh dapat.Besarnya pendapatan daerah sering digunakan sebagai 

pembanding tibgkat kemakmuran diberbagai daerah. (I Putu Agus 

Sudarmana & Gede Mertha Sudiartha, 2020). 

a. Ketentuan Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Adapun ketentuan Pendapatan Asli Daerah diatur sebagaimana 

mestinya dalam peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang 

berlaku adalah sebagai berikut. 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  

5) Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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B. Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

  

                                     Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

      Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan derah yang penting 

dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan 

pelayanan kepada masyarkat serta mewujudkan kemandirian daerah. Penetapan 

pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk medorong pembangunan 

ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu sumber penerimaan daerah yang 

dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pajak Restoran.  

Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Pasal 1angka 22 dan 2, dalam hal itu dijelaskan bahwa pajak restoran 

adalah pajak atas pelayanan yan disediakan oleh restoran. Pelayanan yang 

dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi 

pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.  

Pajak Restoran memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang artinya jika penerimaan pajak restoran semakin tinggi maka 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu kabupaten/kota akan meningkat. 

Penerimaan sumber daerah ini juga diterapkan pada Kabupaten Gowa yang 

tentunya berfungsi dalam membiayai pengelolaan daerah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan otonomi suatu daerah dengan wujud yang maksimal dan sesuai 

dengan ketetapan pemerintah daerah.  

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif 

yaitu metode yang memfokuskan kepada permasalahan      atas dasar fakta yang 

dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan 

mempelajari dokumen-dokumen.  

      Metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah dengan menampilkan 

prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis 

menafsirkan dan menjelaskan secara jelas terkait dengan data-data yang 

didapat oleh penulis dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga 

mendaptkan jawaban dari permasalahan secara rinci dan jelas.  

     Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Gowa.  

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabuaten Gowa tepatnya di Kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Loaksi tersebut dipilih berdasrkan 
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dari asumsi dan pengamatan yang dirasa akan membantu dalam penelitian 

untuk mendapatkan infromasi yang jelas dari kantor yang menjadi tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan 

Juli 2024.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat 

dalam penelitian. 

b. Pengamatan (Observasi) merupakan kegiatan dengan menggunkan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk 

memperoleh infromasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian.  

c. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah dengan mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

suatu sosial, individu, kelompok,lembaga, dan masyarakat. Teknik 

pengumpulan data ini dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif. 

d. Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data 

denganmenghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 
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dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen 

yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan di padukan  

membentuk satu kajian yang sistematis. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

      Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber 

pertama, baik dari indvidu atau kelompok, dan didapat dari hasil wawancara 

dari narasumber. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada staff 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

b. Data Sekunder 

      Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan infromasi dari 

sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, 

situs, web, buku, dan sebagainya. Sumber data sekunder dikupulkan untuk 

mengetahui jumlah target dan realissi penerimaaan Pajak Restoran di 

Kabupaten Gowa, jumlah restoran dan wajib pajak di Kabupaten Gowa, 

jumlah biaya pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Gowa dan 

kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Gowa terhadap Pendapatan Asli 

Daerah.  
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4. Teknik Analisis Data 

      Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik 

analisis kualitatif terapan. Teknik analisis data kualitatif terapan adalah salah 

teknik analisis data yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu 

masalah yang ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan 

dari riset dasar. Teknik analisis data ini digunakan dengan tujuan mengatasi 

masalah praktis dan meningkatkan situasi dunia nyata dan berfokus kepada 

masalah yang parktis namun dapat menghasilkan solusi yang spesifik.  
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 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Singkat  

Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah 

berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 

pembangunan daerah dengan berupaya memanfaatkanpotensi sumber dayayang 

ada di Kabupaten Gowa. 

B. Struktur Organisasi  

 

   

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa 
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C. Job Description 

Berdasarkan Gambar 2.3, struktur organisasi Badan Penadapatan Daerah 

Kabupaten Gowa yang berdasrkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Pasal 4 mengatur bahwa kepala badan mempunyai tugas membantu 

bupati dalam menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendapatan daerah, berdasarkan kewenangan dan tugas penunjang yang 

diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Sekretaris 

Pasal mengatur bahwa tanggung jawab sekretaris adalah membantu 

kepala badan dalam penyusunan program-program di dalam badan, 

pelaporan umum, koordinasi kegiatan kepegawaian dan keuangan, dan 

penyediaan layanan teknis serta administrasi. 

3. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 6 mengatur bahwa misinya adalah membantu Sekretaris dalam 

mengumpulkan bahan dan menyiapkan program, menyajikan data dan 

informasi, serta menyiapkan laporan.  

4. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian  

Pasal 7 diatur bahwa tugasnya antara lain membantu Sekretaris 

dalam melaksanakan urusan pengumpulan dan pengeloaan bahan, 

pengelolaan pengadaan, pemeliharaaan dan pengeluaran bahan, urusan 
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anggaran dan pneglolaan personalia dan melakukan urusan 

ketatausahaan, serta mengelola administrasi kepegawaian. 

5. Sub. Bagian Keuangan 

Berdasarkan Pasal 8, tugasnya adalah membantu Sekretaris dalam 

pengumpulan bahan, pengelolaan administrasi dan pelaksanaan 

pelaporan keuangan.  

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Daerah 

Berdasarkan Pasal 9 tugasnya adalah membantu Kapala Badan 

dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. 

7. Sub. Biidang Perencanaan Pendapatan  

Sesuai Pasal 10, tugasnya adalah membantu Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan 

Perencanaan Pendapatan termasuk pelaksanaan rencana pengelolaan 

pendapatan awal daerah dan penyusunan laporan administrasi 

perpajakan daerah.  

8. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 

Pasal 11 mengatur tugasnya bahwa untuk membantu Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan 

Pengembangan Pendapatan daerah serta menganilisis data objek dan 

subjek pajak dan retribusi daerah 

9. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-undangan  

Pasal 12 mengatur tugasnya untuk membantu Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk 
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hukum dan perundang-undangan juga melaksanakan penyusunan 

naskah hukum dan peraturan yang berkaitant dengan pendapatan daerah 

yang ditetapkan. 

10. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah 

Berdasarkan  Pasal 13 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu 

Kepala Dins dalam mengkoordinasikan pelayanan pendapatan daerah 

dan memberikan pelayanan keapada PBB-P2 dan BHTB. 

11. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 

Pasal 14 mengatur bahwa tugasnya membantu Kepala Sub. Bidang 

Pelayanan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan PBB-

P2, pengembangan sistem pelayanan PBB-P2 dan konsep kebijakan 

prosedural. 

12. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB 

Dalam Pasal 15, tugasnya adalah menyusun penerimaan berkas dari 

perolehan BPHTB dan melaksanakan pembuatan SKPD (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran kepada lembaga 

perbankan yang telah ditetapkan. 

13. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya  

 Pasal 16 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu Kepala 

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan 

pendapatan lainnya dan melaksanakan koordinasi dengan pemerintah 

Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan 

lainnya. 
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14. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan  

Dalam Pasal 17 mengatur bahwa tugasnya adalah membantu Kepala 

Dinas dalam penetapan, penagihan, dan pembukuan pajak daerah, 

retriibusi daerah dan pendapatan lainnya. 

15. Sub. Bidang Penetapan  

Pasal 18 mengatur bahwa tugasnya untuk melaksanakan pemetaan 

nilai pengenaan pajak daerah serta retribusi daerah dan melaksanakan 

koordinasi dengan satuan keja perangkat daerah terkait dalam rangka 

penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. 

16. Sub. Bidang Penagihan  

Dalam Pasal 19 mengatur bahwa tugasnya adalah membuat konsep 

kebijakan tentang sistem prosedur penagihan, melaksanakan 

pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, 

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.  

17. Sub. Bidang Pembukuan  

Pasal 20 mengatur bahwa tugasnya adalah mengevaluasi laporan 

realisasi penerimaan pendapatan daerah dan merumuskan prosedur 

pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta melaksanakan 

monitoring dan evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan 

penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan 

rancangan peraturan dibidang pendapatan. 
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18. Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Dalam Pasal 21, bahwa tugasnya adalah melakukan pengawasan dan 

pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

serta melaksanakan pengelolaan benda berharga. 

19. Sub. Biang Penertiban dan Keberatan 

Pasal 22 mengatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan Kerjasama 

atau kemitraan dengan Lembaga/ instansi fungsional dalam penertiban 

hukum yang terkait dengan pendapatan dan melaksanakan koordinasi 

secara eksternal dan internal dalam rangka penertiban dan keberatan 

hukum yang terkait dengan pendapatan. 

20. Sub. Bidang Pengawasan  

Dalam Pasal 23 diatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan 

koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka 

pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan an 

mengevaluasi kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan 

keberatan. 

21. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga  

Dalam Pasal 24 diatur bahwa tugasnya adalah melaksanakan 

program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan 

mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga. 
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D. Hasil Penelitian 

1. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Gowa 

      Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang dapat dikatakan sebagai kabupaten yang perekonomiannya terbilang 

berkembang dengan dimana pemerintahannya yang terus menggali sumber 

daya yang ada dan mengelolanya sebaik mungkin sehingga dapat 

mengoptimalkan pembangunan daerah serta meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa di tahun 2022 sebesar 4,59% dan 

meningkat di tahun berikutnya yaitu di tahun 2023 sebesar 5,82%.  

Dalam menggali sumber pendapatan daerah dari Kabupaten Gowa 

sendiri dengan memanfaatkannya seperti yang diketahui bahwa kabupaten 

gowa juga merupakan daerah wisata yang dimana hal tersebut 

menguntungkan bagi pengelolaan sumber pendapatan yang ada Bagai 

pemerintah setempat.  

     Dengan banyaknya minat wisatawan yang datang akhirnya mendorong 

banyak masyarakat membangun usaha rumah makan dan minum. Hal 

tersebut dilihat dari kunjungan wisatawan yang datang dengan salah satu 

tempat wisata dan kuliner terbaiknya berada di Malino. Melihat dari hal 

tersebut, maka penerimaan pajak juga sangat berpotensi tinggi dalam 

mendukung pembangunan daerah yang optimal dan salah satu penerimaan 

tersebut adalah pajak restoran.  
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    Penerimaan pajak restoran dijadikan sebagi salah satu potensi sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung 

pembangunan masyarakat melalui APBD. Dampak pajak restoran sangat 

penting dalam menentukan target pendapatan pajak dan membantu 

pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembayran pajak 

kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gowa 

dapa mengelola pendapatan pajak restoran dengan baik untuk mendukung 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

      Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah 

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah sebagai perwujudan desentralisasi.  

 Pada tahun 2023, Kabupaten Gowa sendiri memiliki 5 (lima) sumber 

pendapatan daerah dengan realisasi besar yang berasal dari pajak daerah 

yakni sebagai berikut. 
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6       Tabel 3.1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 

No Pajak 

Daerah 

Target Realisasi % 

1.  Pajak Parkir 100.000.000,00 190.427.119,00 190,47% 

2.  Pajak Bea 

Perolehan 

Hak atas 

Tanah dan 

Bangunan 

61.400.000.000,00 68.177.419.196,00 111,04%% 

3.  Pajak 

Restoran 

11.850.000.000 13.026.534.539 109,93% 

4.  Pajak 

Reklame 

2.390.946.000 2.574.439.735 107,67% 

5.  Pajak 

Penerangan 

Jalan 

 

52.600.000.000 

 

54.952.716.810 

 

104,47% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

 Berdasarkan tabel di atas, perolehan realisasi pajak parkir 

menempati urutan pertama dengan realisasi pajaknya sebesar 190,47%, 

urutan kedua ada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

sebesar 111,04% dan urutan ketiga ada Pajak Restoran dengan realisasi 

pajaknya sebesar 109,93%, urutan keempat ada Pajak Reklame dengan 

realiasasi sebesar 107,67% dan yang terakhir ada Pajak Penerangan Jalan 

dengan realisasi pajaknya sebesar 104,47%. 

Dengan realisasi pajak restoran yang tidak sebesar pajak parkir dan 

pajak BPHTB tersebut mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa untuk melakukan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak 

restoran, seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua Bidang Penetapan, 
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Penagihan dan Pembukuan, bapak Badaruddim,SE, M. Si. bahwa “ Kami 

melakukan sosialiasi kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan 

penerimaan pajak restoran ini yakni salah satunya dengan melakukan 

pertemuan dengan pengusaha-pengusaha restoran, rumah makan, dan 

cafetaria dan untuk kesadaran masyarakatnya sendiri sudah ada dalam 

angka  50%. 

Adapun kontribusi pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah 2021 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

1.  Pajak Parkir 1.265.700,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 59.137.315.189,00 52% 

3 Pajak 

Restoran 

8.729.509.320,00 

 

8% 

4 Pajak 

Reklame 

1.803.973.600,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

43.686.511.949,00 39% 

      113.358.575.758,00  

 

100% 

Sumber: Data Diolah 2024 
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Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

2.  Pajak Parkir 50.694.718,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 61.732.912.287,00 

 

50% 

3 Pajak 

Restoran 

9.852.408.195,00 

 

8% 

4 Pajak 

Reklame 

2.016.858.570,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

50.258.596.604,00 

 

41% 

  123.911.470.374,00 

 

100% 

Sumber: Data Diolah 2024 

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2023 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

3.  Pajak Parkir 190.427.119,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 68.177.419.196,00 

 

49% 

3 Pajak 

Restoran 

13.026.534.539,00 

 

9% 

4 Pajak 

Reklame 

2.574.439.735,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

54.952.716.810 40% 

  138.921.537.399,00 

 

100% 

             Sumber: Data Diolah 2024 

 Adapun pertumbuhan dari penerimaan pajak restoran selama 3 (tiga) 

terakhir yang dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai 

berikut. 
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      Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Gambar 2.4 Grafik Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Gowa 

Dapat dilihat dari grafik diatas,  menunjukkan bahwa target yang 

ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa terus 

meningkat dalm 3 (tiga) terakhir. Hal tersebut mengakibatkan realisasi 

pajak restoran mengalami kenaikan yang tidak signifikan dan juga 

mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2021 angka persentasenya 

No. Tahun Target Realisasi % 

1 2021 7.500.000.000 8.729.509.320,00 116,39% 

2 2022 9.950.000.000 9.852.408.195,00 108,87% 

3 2023 11.850.000.000 13.026.534.539,00 109,93% 
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sebesar 116,39, namun turun pada tahun 2022 sebesar 108,87% dan naik 

kembali di tahun 2023 sebesar 109,93%.  

2. Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah 

Dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah, pemerintah 

kabupaten gowa terus menggali potensi pajak yang dapat membiayai 

daerah secara berkelanjutan. Jika pendapatan asli daerah realisasinya 

meningkat secara signifikan maka akan berdampak baik bagi pendapatan 

daerah itu sendiri sama seperti halnya Kabupaten Gowa yang memiliki 

realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang pada 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa 

Tahun 2021-2023 

No. Tahun Target Realisasi % 

1 2021 232.504.180.420,00 260.885.833.358,48  112,21% 

2 2022 250.890.698.571,00 265.326.827.151,69  105,75% 

3  2023 310.544.039.802,00 323.808.781.505,66  104,27% 

 Sumber:  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

 Dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir, target 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami kenaikan seiring dengan 

realisasinya yang juga mengalami kenaikan. Namun, dari angka 

persentasenya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 realisasinya 

sebesar 112,21%, lalu turun pada tahun 2022 sebesar 105,75% dan kembali 
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lagi turun pada tahun 2023 sebesar 104,27%. Hal ini tentunya merupakan 

pengaruh dari kenaikan target yang ditentukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Gowa sehingga kenaikan dari realisasinya pun tidak 

naik secara signifikan.  

 Maka dalam hal tersebut, dengan menggali sumber pendapatan asli 

daerah sangatlah penting yang menjadi perhatian dari pemerintah 

Kabupaten Gowa dengan terus memanfaatkan dan mengoptimalkan 

penerimaan pajak, sebagaimana salah satu penerimaan dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari Pajak daerah yaitu Pajak Restoran.  

 Adapun bentuk dari pengukuran kriteria kontribusi Pajak Restoran 

yang menentukan seberapa baiknya kontribusi dari pajak restoran dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Tabel 3.7 Klasifikasi Kriteria Pengukuran Kontribusi 

1 0,00% - 10% Sangat Kurang 

2 10,10% - 20 % Sedang 

3 20,10% - 30 % Baik 

         Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. 

Pedoman  Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013). 
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Tabel 3.8 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran dalam 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2023 

       

 

 

 

 

   Sumber: Data Diolah (2024) 

Dari hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kriteria masih 

sangat kurang terlihat pada tahun 2021 kontribusi Pajak Restoran 

Kabupaten Gowa dalam Pendapatan Asli Daerah hanya menyentuh angka 

persentase sebesar 3%, tahun 2022 sebesar 4% dan pada tahun 2023 tetap 

dengan angka sebesar 4%.  

E. Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gowa dari tahun 2021 hingga 

tahun 2023 mengalami fluktuasi dari sisi angka persentasenya selama dalam  

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.  

Dapat dilihat bahwa di tahun 2022 pajak restoran mengalami peningkatan 

dari sisi realisasinya, namun dari sisi persentase terjadi penurunan, hal ini 

Tahun Realisasi Pajak 

Restoran 

Realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah 

% Kriteria 

2021 8.729.509.320,00 260.885.833.358,48  3% Sangat 

Kurang 

2022 9.852.408.195,00 265.326.827.151,69  4% Sangat 

Kurang 

2023 13.026.534.539,00 323.808.781.505,66  4% Sangat 

Kurang 



50 
 

 
 

disebabkan oleh peningkatan target dari tahun sebelumnya sangat tinggi, tidak 

berbanding dengan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, 

nilai tersebut masih dianggap sangat efektif dikarenakan masih berada pada 

nilai diatas 100%.  

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan memperlihatkan bahwa penyebab 

dari kontribusi Pajak Restoran untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih 

sangat kurang karena kenaikan target yang setiap tahunnya ditentukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Hal tersebut dilandasi oleh 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, hal ini berupa 

target penerimaan perpajakan, pendapatan PBB, penerimaan cukai dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, kenaikan target ini 

disebabkan oleh potensi yang dilihat oleh Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Gowa naik dan bertambahnya wajib pajak sehingga 

menyebabkan kenaikan target setiap tahunnya.  

Tentunya alasan pemerintah dalam menaikkan target penerimaan pajak 

restoran itu sendiri guna membiayai pembangunan ekonomi dimana jika 

penerimaan pajak semakin besar maka semakin besar pula kemampuan 

keuangan suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk melaksanakan 

otonomi daerah tersebut. 
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Sehingga dari beberapa alasan tersebut menyebabkan kenaikan yang tidak 

semuanya naik secara signifikan atau mengalami fluktuasi. Seperti yang terjadi 

pada realisasi pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Gowa. 

Selain kontribusi dari pajak restoran, dari analisis diatas menunjukkan 

bahwa penerimaan Pajak Parkir dan penerimaan Pajak BPHTB yang 

realisasinya lebih besar sangat berpotensi untuk berkontribusi besar dalam 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun sumber pendapatan daerah yang lainnya 

dan akan membantu dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal 

yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan 

Lain-lain PAD yang Sah. Semua sumber pendapatan daerah ini yang memiliki 

potensinya masing-masing dalam berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Maka untuk itu, jika kenaikan dari penerimaan pajak restoran mengalami 

kenaikan secara signifikan baik dari sisi realisasinya maupun kenaikan angka 

persentasenya akan membantu kenaikan kontribusinya untuk Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) ini tak terlepas dari faktor wajib pajak yang masih kurang 

tertib membayar pajaknya serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak. 
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Pembayaran pajak restoran sendiri menggunakan system self assessment 

system yang dimana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam 

menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri.  

Maka dari berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan ditemukan  beberapa 

factor penyebab kepatuhan wajib pajak restoran dalam membayarkan pajak 

adalah sebagai berikut: 

a) Sosialisasi yang harus dikembangkan agar tertanamnya kesadaran atas 

kepatuhan wajib pajak. 

b) Keamanan data dalam system pemungutan self assessment masih belum 

efektif karena masih terjadi kesalahan eror dalam penerapannya. 

c) Kurangnya pemahaman edukasi perpajakan dari sosialisasi yang 

dilakukan  

Maka untuk itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa 

terus berupaya melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, hal ini dikatakan 

langsung. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gowa 

mengoptimalkan upaya tersebut guna mengedukasi wajib pajak tentang 

kepatuhan membayar pajak hal ini dilakukan dengan peninjauan, pendataan dan 

pemutakhiran basis data perpajakan terkhusus pajak restoran itu sendiri.  

Bagi wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dikenakan sanksi sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 

yang dimana pada pasal 20-23, bahwa akan diberikan surat teguran atau surat 

peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 



53 
 

 
 

7 (tujuh) hari setelah tanggal surat terbit dan apabila wajib pajak tidak 

menggubris maka kakan diterbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu 

hari) dengan jangka waktu wajib pajak harus melunasi pajaknya dalam waktu 2 

x 24 jam dan apabila tidak digubris kembali maka akan dilakukan penyitaan 

dengan diterbitkannya surat perintah penyitaan.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Bidang Penetapan, Penagihan 

dan Pembukuan, Bapak Badaruddin, SE, M. Si mengatakan bahwa “ Untuk 

wajib pajak yang melanggar dan tidak membayarkan pajak restorannya akan 

dilakukan penutupan restoran”. 

Seperti hasil analisis yang telah di kemukakan diatas menunjukkan bahwa 

pajak restoran juga memiliki peran penting kontribusinya dalam Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Gowa itu sendiri. Bapak Badaruddim,SE, M. Si. mengatakan 

bahwa “ Berbicara soal kontribusi memang semua sumber PAD itu berkontribusi 

namun terkhusus pajak restoran di tahun 2023 berkontribusi sampai dengan lebih 

dari 12 miliar”. Ia juga mengatakan bahwasanya kontribusi pajak restoran ini 

dijadikan sebagai pembiayaan untuk Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan. 

Selain itu, pajak restoran tentunya berperan dalam kontribusinya untuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Badaruddim,SE, M. Si. “Peran dari pajak restoran sendiri tentunya untuk 

menambah kas daerah dan juga sebagai pembiayaan pembangunan fasilitas 

daerah”.  
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Maka dari hasil analisis dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pajak restoran belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kontribusinya untuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.  

Menurut bapak Badaruddim,SE, M. Si mengatakan bahwa pajak restoran 

sudah optimal namun tentu perlu tetap dilakukan edukasi kepada wajib pajak 

agar tidak melanggar ketentuan pembayaran pajak restoran dan penerimaan 

pajak restoran dapat berkembang secara optimal. Ia juga menambahakan bahwa 

meskipun begitu kontribusi pajak restoran tetaplah akan ditingkatkan dengan 

terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak.  

Untuk itu jika penerimaan pajak restoran terus meningkat secara signifikan 

dan stabil maka kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan baik 

dan memberikan pengaruh terhadap kas daerah, karena penerimaan kas daerah 

itu sendiri bersumber dari Pendapatan Daerah. Jika penerimaan ke kas daerah 

memiliki pertumbuhan yang baik, maka Pembangunan daerah akan pula 

berpengaruh dengan baik. 



 
 

55 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pada tahun 2021-2023 realisasi pajak restoran mengalami fluktuasi 

dari angka persentasenya yaitu dengan nilai persentase di tahun 

2021 sebesar 116,39%., 2022 menurun menjadi 108,87% dan 

meningkat kembali di tahun 2023 sebesar 109,93%. 

2. Kontribusi pajak restoran untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Gowa masih sangat kurang dengan angka persentase tahun 2021 

3%, tahun 2022 4% dan tahun 2023 4%. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa angka persentase tersebut belum optimal. 

3. Potensi kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar 

ada pada Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan juga sumber pendapatan 

daerah lainnya seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. 

4. Dari segi penerimaan pajak restoran telah optimal namun hal 

tersebut masih belum siginifikan kenaikannya, hal itu terlihat dari 

sisi angka persentasenya yang menurun meskipun tetap dikatakan 

efektif. 
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B. Saran 

         Dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan menghasilkan beberapa  

kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, maka ada hal-hal yang 

disarankan oleh penulis dan dapat menjadi bahan masukan dan perhatian 

bagi Pemerintah Kabupaten Gowa terkhususnya Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 

lebih mengoptimalkan pemungutan yang lebih efektif agar 

penerimaan pajak restoran tercapai dengan maksimal dan optimal 

bagi pemenuhan keuangan daerah.  

2. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam memberikan 

sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh agar 

memberikan efek jerah. Selain itu, diharapkan bagi masyarakat 

dan pemerintah bekerja sama agar pembangunan daerah juga 

dapat terlaksana dengan optimal. 

3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat 

memperhatikan secara optimal mengenai kontribusi penerimaan 

pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gowa.  
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atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 
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LAMPIRAN 1 

Surat Izin Penelitian (PTSP Makassar) 
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Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Gowa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA 

Wawancara Kepada Bapak Badaruddim,SE, M. Si 

(Ketua Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan) 

No Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah pajak restoran berkontribusi 

bagi pendapatan asli daerah? 

Untuk kontribusi pajak restoran 

sendiri tentunya sangat 

berkontribusi begitupun dengan 

penerimaan pajak daerah lainnya. 

Namun tentunya penerimaan 

pajak restoran juga penting dalam 

pendapatan asli daerah itu sendiri 

karena dari realisasinya sendiri 

dapat digunakan sebagai 

pembangunan pelayanan 

massyarakat.  

   2.  Bagaimana peran pajak restoran itu 

sendiri? 

Peran pajak restoran sendiri 

dalam pendapatan daerah adalah 

tentunya sebagai penambah kas 

daerah dan sebagai pembiayaan 

fasilitas pembangunan 

Kesehatan, Pendidikan, dan 

fasilitas lainnya 
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3. Apakah Penerimaan Pajak Restoran 

sudah optimal? 

Untuk memang penerimaan pajak 

restoran belum sepenuhnya 

optimal sehingga dilakukan 

edukasi kepada wajib pajak agar 

tidak melanggar ketentuan 

pembayaran pajak restoran dan 

penerimaan pajak restoran dapat 

berkembang secara optimal. 

Meskipun begitu kontribusi pajak 

restoran tetaplah akan 

ditingkatkan dengan terus 

melakukan sosialisasi kepada 

wajib pajak 

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan 

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa dalam 

mengoptimalkan penerimaan pajak 

restoran?  

Upaya yang dilakukan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa sendiri adalah dengan 

melakukan sosialisasi kepada 

wajib pajak dan melakukan 

edukasi kepada wajib pajak serta 

melakukan pertemuan dengan 

para pengusaha restoran, 

cafeteria atau rumah makan di 

Kabupaten Gowa.  
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4. Mengapa target pajak restoran ini 

dinaikan setiap tahunnya? 

Tentunya Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Gowa menaikkan target pajak 

restoran karena melihat dari 

potensinya yang naik serta 

adanya kenaikan jumlah wajib 

pajak sehingga hal tersebut 

menjadi patokan kami untuk 

menaikkan target pajak restoran 

atauapun target pajak lainnya.  

5. Bagaimana sanksi yang dikenakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa kepada wajib 

pajak yang melanggar pembayaran 

pajak restoran  

Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa memberikan 

sanksi dengan melakukan 

penutupan restoran bagi waji 

pajak yang tidak melakukan 

pembayaran pajaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar 1 

Wawancara Bersama Bapak Badaruddim, SE, M. Si ( Ketua Bidang Penetapan, 

Penagihan dan Pembukuan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar 2.  

Foto Bersama Bapak Badaruddim, SE, M. Si ( Ketua Bidang Penetapan, 

Penagihan dan Pembukuan 
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LAMPIRAN 4 

DATA-DATA PENELITIAN 

 

4. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 
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3. Realisasi Pajak Restoran 2023 
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4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 dan 2022 
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5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 
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